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KERJASAMA REGIONAL DALAM .
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA

Melly Aida, 5.H., M.H.!
M Farid Al Rianto’

A, Latar Belakang

Indonesia sebéga: rezim negara kepulauan mempurnyai ratusan
hingga ribuan pulau yang membentang secara menyeluruh di tataran
nusantara, Karena banyaknya pulau-pulau yang membentang membuat
Indonesia memiliki baryak keuntungan dimulai dari hasil kekayaan alam
laut dari bidang perikanan. pertambangan, pemanfaatan lalu lintas
hingga potensi pariwisata yang dapat diandalkan. Mamun tetapi tidak
menutup kermungkinan tentang adanya ancaman yang ditimbulkan dari
banyaknya jumlah batats perairan dan kepulauan Indonesia, Yang
menjadi perhatian serius dari ancaman kedaulatan hingga pencemaran
lingkungan laut terutama pada batas-batas wilayah negara. Sehingga
perlu dibuatnya pengaturan-pengaturan khusus yang menangani batas-
batas perairan dan kepulauan karena hakikat dasamya bahwa laut
merupakan warisan beriama umat manksia.

Hukum Laut Intemasional mempunyai sejarah panjang dalam
pembentukan model hukumnya dikarenakan perdebatan besar atas
negara kepulauan dan juga negara yang tak mempunyai pantai laut.
Linited Matrons Comvention on The faw of The fea’ 1982 sebagai
korwvensi dari PEB yang membawahi negara-negara di dunia. baik yvang
memiliki laut dan pantai dan yang tidak., Sehingga menciptakan
instrument Hukum Internasional vang hampir selurah negara yang ikut
dalam konevensi tersebut meratifikasi perjanjian tersebut. Pengaturan
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tentang laut datam UMCLOS 1982 tidak hanya terbatas pada pengaturan
perbatasan rezim kepulavan dan kelautan. Tetapi juga mengatur tentang
penyelesaian sengketa dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan
laut.

Lingkungan laut sangat diperhatikan oleh perhatian di dunia,
dikarenakan dalam kurun wakiu 2 tabun dari tahun 1975-1976 saja
terdapat & kasus kapal tanker yang menumpahkan minyaknya berjumlah
besar kelaut karena kelalaian yang tidak bertanggung jawab.* Maka dari
itu pengaturan lebih lanjut tentang pelestarian dan perfindungan laut
perlu  diterapkan dikarenakan kepentingan didalam |aut berupa
kebutuhan bahari tidak hanya untuk kita nikemati saat ini. Melainkan
untuk generasi penerus anak cucu kita.

LINCLOS 1982 mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Terutama dilihat dari
pasal 43 UMNCLOS 1982 dan hubungannya dengan pembahasan
prengelolaan dan perlindungan lingkungan laut di $elat Malaka yang
akan dijadikan fokus bahasan dalam monograf ini. Indonesia, Malaysia
dan Singapura sebagal negara-negara yang memakai serta negara yang
berbatazan langmung dengan  Selat Malaka diharuskan melakukan
kerjasama yang bertujuan unbtuk menciptakan keamanan dalam  hal
kedaulatan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut dengan
cara memelihara sarana bantu keselamatan dan navigasi di selat demi
terciptanya kelancaran pelayaran  internasional. Dan serta  untuk
mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran  yang
ditimbulkan dari kapal vang melintas.?

Selat Malaka merupakan sefat yang memiliki aktivitas tersibuk di
dunia, yang dimana selat ini mempunyai peran penting dalarm bagian
Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan,
Banyaknya kapal” yang datang dari segala penjuru dunia, dengan
kebutuhan melintas maupun berdagang di daerah tiga negara tersebut.®
Sehingga perlunya ketiga negara yang berbatasan dengan Selat Malaka
periu membentuk kerja sama dalam bidang keamanan dan pengelolaan

1 Komar Kontaatmasdio, Bunga .':|'..l|||_|'w| Habum  Lingkomgaw Lol Sederveiamsonn Hu|||_1'.|||:..:_
A, 1982, ki 2

" Lihait Pasal 43 UINCLOS 1932
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serta  perlindungan lingkungan laut agar dapat mengurangi hingga
menghilangkan potensi pencemaran lingkungan laut.

Dalam monograf ini saya akan membahas bagaimana bentuk
kerja sama regional dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan
laut di Selat Malaka. Dan memberikan motivasi serta saran bagi pembaca
untuk lebih bijak dalam mempelajari Indonesia sebagai negara kepulauan
dan turut serta ikut mengelola dan melindungi lingkungan laut. Dibawah
ini adalah beberapa skala rumusan masalah yang akan saya bahas dalam
mignogral  ini, Maka rumusan masalabh dalam tulisan ini adalah
bagaimana bentuk kerjasama regional dalam pengelolaan dan
perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka?

B. Pembahasan 2
1. Selat Malaka Sebagai Selat Pelayaran Intemasional

Yang akan dibahas lebih lanjul dalam makalah ini adalah bentuk
perjanjian yang dilakukan ocleh Indonesia, Malaysia dan Singapura
terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka.
Dimulai dari sejarah apa yang membuat Selat Malaka menjadi salah satu
selat yang sangat ramai dan menjadi jalur perdagangan. Dan letak Selat
Malaka yang sangat strategis sehingga Selat Malaka diakui dumia sebagai
selat yang digunakan dalam pelayaran |nternasional

Selat Malaka juga menjadi salah satu selat vang sangat berpotensi
terjadi pencemaran lintas batas. Pencemaran lingkungan tersebut juga
tidak semata mata terjadi atas dasar kelalaian pengguna kapal yang
melintas maupun pembuangan limbah ke laut, Dikarenakan bentuk
geografis yang cukup ekstrim membual kapal terjadi kecelakaan dan
menumpahkan minyak kelaut  sehingga mencptakan  kerusakan
lingkungan laut.

Dalam pengaturan hukum laut terdapat beberapa perspektif,
salah satunya dari perspektif internasional, kita dapat merujuk kepada
KHL 1982 UNMCLOS. Untuk penerapan perjanjian dan bentuk kerjasama
menghindarinya dapat ditemul melalui perjanjian-perjanjian regional
mulai dari ruang lingkup yang kecil. Perlindungan laut dari pencemaran
lingkungan terutama oleh minyak yang tumpah ke laut juga menjadi
perhatian dari IMO yang peduli akan kelestarian lingkungan laut dari
polush minyak.




Kondisi Selat Malaka yang lebarmya cukup sempit dengan
kedalaman vyang dangkal serta lalu lintas laut yang cukup padat
menimbulkan permasalahan  navigasi khususnya bagl kapal yang
tergolong Very Large Crude Carriers [VLCCs), Disamping itu, banyaknya
batu, karang dan arus laut yang berlawanan meningkatkan potensi
terjadinya kapal karam. kapal tenggefam dan tabrakan antar kapal.
Diperkirakan tumpahan minyak dari laut yang berasal darl angkutan
minyak oleh kapal-kapal tanki berkisar antara satu sampai dua juta ton
setiap tahunnya.” Tercatat ada beberapa kali kecelakaan kapal (baik
kapal tanker minyak maupun kapal kargo} yang mengakibatkan
turmpahnya muatan ke lingkungan laut di Selat Malaka, yaitu:"

a. Kapal Tokyo Maru berkapasitas 150.000 dwt bertabrakan
pada tahun 1967,

b. Kapal Tanker Arabian dan Eugenic 5. Miarcos tenggelam
pada tahun 1971,

¢. Kapal lepang Showa Mamu menabrak batu karang dan
menumpahkan 3400 ton minyak mentah pada tahun 197 5:

d. Tabrakan antara kapal Vystak dan kapal tanker Diego Selang
menumpahkan G000 ton minyak mentah ke hutan
mangrove di Semenanjung Malaka pada tahun 1975,

e. Tabrakan Kapal Tanker A% sehingga menumpahkan satu juta
galfon minyak pada tahun 1978;

f. Tabrakan Kapal Tanker Liberia sehingga menumpahkan tiga
juta gatlon minyak pada tahun 1979:

g. Kapal Tanker Yunani Monemvasia menabrak dasar selat dan
menumpahkan 1,2 juta galon minyak mentah pada tahun
1983;

h, h".-apr:l.l Tanker Bahama Century Down bertabrakan dengan
kapal lain dan menumpahkan 3,1 juta galfor minyak mentah
pada tahun 1988;

"H. Shaw dalam Emy B, Agoes, 3G Perspekif Hukum Inomassmal Terhadap Pencemarmn
Limtas Hatas Limpkungen Lsn Obsh Misgnk, Jimal Opean das, Yolome (4, Okiaber-
Desembir METE hln 1

'I:'r;.|3 I, Capon, P39S, The Threa of Ol Poltution in the Malocca Strait frgniny for Abvod
fetcvaratntioal of dee Umited Notteers Canvertivon g the Lo a0 e Sea, Pacific Rime & Podic
Semieaidl. Volwme T Mudher L, klm. L1H




i. Kapal Pemburu AS bertabrakan dengan kapal dagang pada
tahun 1992;

I Kapal Pesiar Yomand Bopal Pasific bertabrakan dengan kapal
nelayan sehingga menumpahkan bahan bakar minyak pada
tahun 1992;

k. FKapal Tanker Jepang Magasaki Spirit bertabrakan dengan
Ocean lessing menumpahkan 2000 ton minyak mentah
pada tahun 1992;

I, Tabrakan antara kapal tanker Adaserss Mawipafor dengan
fanko Honour pada tahun 1993;

m, Super kapal tanker menabrak kapal kargo nelayan dan
menewaskan 29 orang pada tahun 1997,

Pencemaran tersebut diperparah dengan adanya dumoing
(pembuangan limbah ke laut melalui kapal). Laporan dari pemerintah
Malaysia (The AMiniitry of Science, Tedhnology and Environment)
menyatakan bahwa terjadi banyak kasus pembuangan limbah podaesiuenm
cyanide di Pulau Pangkor. ¥ Selain itu polusi di Selat Malaka juga
disebabkan oleh pembuangan limbah industri darat (baik limbah padat
maupun cair) serta sampah domestix yvang berasal dar darat. Sampah
domestik berasal dari sampah organik pertanian vang berupa limbah
pupuk sintetis dan pestisida, Disamping ibu, penggunaan sampah untuk
reklamasi daratan Singapura menambah peningkatan kadar logam berat
di Selat Malaka,

Kondisi fisik dan karakteristik kimia air laut yang sudah tercemar
akan mempengaruhi daya serap dan daya anghkut lingkungan laut di Selat
Malaka. Kualitas dan kapasitas diprediksi mengalami penurunan seiring
dengan meningkatnya polust laut baik yang bersumber dari daratan,
dumping maupun kapal. Sebuah penelitian yang dilakukan Razak pada
tahun 1989 melaporkan balbwa konsentrasi logam berat di $elat Malaka
mengalami kenaikan. Mercury (Hg) mencapai 0.013 ppm. Timbel {Pb)

Chis Len Sien, 19938, The Impariance of The Saraits of Malacon and Singapore, Sagsamore Lin
fowrmal of Indermatureal & Comparsnmie e, klm, 112




dari 0,035 menjadi 0.060 ppm. Cadmium (Cd) darl 0,009 menjadi
0.014 ppm, Copper (Cu) dari 0.071 menjadi 0.107 ppm."

Bentuk perjanjian yang di gagas oleh Indonesia, Malaysia dan
Singapura juga memberikan dampak yang nyata atas pentingnya
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam fripartite technical
experts group ketiga negara mempromaosikan keselamatan pelayaran dan
perlindungan di lingkungan Laut Selat Malaka.

2. Deklarasi Stockholm 1972 Dasar Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan

Definisi hukum lingkungan terkait dengan dua aspek, pertama
terkait ruang lingkup subjek hukum dan kompetensi kelembagaannya:
kedua. terkait pertanggungiawaban terhadap kerusakan lingkungan. "
Deklarasi Stockholm 1972, dalam  Prinsip ke-2 menyatakan yang
dinamakan dengan sumber daya alam di bumi adalah “udara, air. tanah,
flora, fauna, dan ekosistern alam”. %ementara itu, £C Law {hukum
furopean Community] menyepakati  lingkungan sebagai  hubungan
antara makhluk hidup dengan air, udara, tanah dan semua bentuk
biologis. UNCLOS, sebagai sumber utama hukum faut internasional
memasukkan ekosistern dan habitat yang langka atau rapub sebagai
cakupan perlindungan lingkungan laut, Meskipun demikian, tidak
satupun konvensi intermasional yang dengan tegas memuat definisi
lingkungan. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang
dengan semua benda. daya keadaan. dan makhluk hidup. termasuk
manusia dan  peritakunya, yang mempengarohi alam itu  sendirl,
kelangsungan perikehidupan. dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain. $ecara umum, perlindungan lingkungan memiliki prinsip
umum, yaitu:'" -

1) Sowvereigndy owver natural resources and the reiponbiity not o
cause damage fo e emdronment of ofer states ar fo areas

bevond nalional jurisaiction
" K asim Moosa dalam Tomy H Pureaka, 1WH, Cotied o Matine Puosllgizmg in The Strards of
Malocca amd :'\|:|||rlu,F|u||_': Woadinfities fr fefeviintioniird € ywairedaihimg .';.u.x'u.'hlr'i' Jaemal of

fgemeraomad & Cosposantive Lew, Bim. 454

UPlalippe Samds, Mrencipde of Tmlomaiiosea! Envieammendal Low Second Bolidios, Capridpe
Lambndge Universiny Presse. JOHKY, Wl L 5-18

Y ki bl 231-2%1

1



2]

Sebagai prinsip tertua dalam hukum internasional, kedaulatan
merupakan karakteristik utama sebuah negara. Suatu negara
mempunyai  kedaulatan  internal dan kedaulatan eksternal.
Kedaulatan internal berarti negara mempunyai yurisdiksi legislatif,
eksekutil dan yudikatif terhadap setiap aktivitas di wilayahnya."

Pengakuan kedaulatan terhadap kekayaan alam pertama kali
tertuang dalam Resolusi Majelis Umnum PBB Mo 1803 tahun 1962
tentang Kedaulatan Permanen terhadap K.ekayaan Alam.

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm meryatakan babwa negara-negard
berdasarkan Piagam PBE dan prinsip-prinsip hukuam internasional,
berdautat  untuk  mengeksploitasi  kekayaan alamnya  dan
bertanggungiawab untuk menjamin bahwa aklivitas dalam yurisdiksi
atau kontrolnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan terhadap
negara lain atau terhadap area i luar yurisdiks nasional suatu
negara, Prinsip 21 tersebut diadopsi 1€] dalam Advisory Crpinion
dalam kasus Legalitas Penggunaan Senjata Muklir 1996,

Berdasarkan prinsip  inl, negara memiliki  kedaulataan atas
wilayahnya serta melaksanakan aktivitas di wilayah teritorialmya.
Namun demikian pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak boleh
melanggar hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara terhadap
kekayaan alammnya tidak dapal dipisahkan dengan kewajiban negara
untuk  menjamin  tidak merusak  lingkungan negara lain dan
lingkungan di wilayah yurisdiksinya sendiri.

Principle of preveniive action

Selain disebutkan dalam Prinsip ke-21 Deklarasi Stockholm, prinsip
preventive action juga disebutkan dalam Prinsip ke-2 United
MNations Conference on Emvronment and Development {UNCED).
Prinsip ini memiliki dua perspektif. Pertama, prinsip inl rmewajibkan
sntuk memirimalisi kerusakan lingkungan sebagai tujuan utama.
Kedua, negara berkewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan
dalam dan melalul yurisdiksinya, termasuk regulasi. administratif
dan tindakan lainmya. Bahkan dalam United States af Foreign Affain
law. disebutkan bahwa kewajiban negara tidak hanya untuk
melakukan tindakan pencegahan, melainkan juga pengurangan

Joha U Prien, dmierstiona] Liw, New York, Routledge Cavendish, 2008, hlm. 227




3)

4)

freduction) dan pengontrolan setiap kerugian lingkungan yang
terjadi.

Dalam hal pencemnaran lintas batas negara, setiap negara diminta
untuk melaksanakan dua kewajiban, pertama untuk melakukan
tindakan yang diperdukan dalam itikad baik: kedua untuk mengatur
aktivitas publik dan privat vang menjadi subjek dari yurisdiksinya,'

Co-aoeration

Prinsip  kerjasama ini  bersumber dari prirsip umum good
neighbourfiness yang dapat ditemukan dafam hukum kebiasaan
internasional maupun dalam Pasal 74 Piagam PBE.Prinsip Ini
terefleksikan dalam beberapa perjanjian internasional dan didukung
oleh  praktek-prakiek .negara wtamanya dalam  akbivitas  yang
berbahaya dan darurat. Cooperation tertuang dalam Prinsip ke-24
Deklarasi Stockholm  dan  Prinsip Ke-27 Deklarasi Rio  yang
menyatakan bahwa negara-negara harus bekerjasama dalam prinsip
good faith dan semangat parfnership sebagai upaya perlindungan
limgkungarn.

Justainable development

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pem:-
bangunan yang dilaksanakan sekarang tidak boleh mengurangi hak-
hak generasi mendatang. Dengan kata lain, pembangunan yang
cilaksanakan harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam
pemenuban  kebutuhan generasi yang akan datang. Prinsp
surtainable mempunyal beberapa aspek, yaitu:™

gl The need to take inta consideraifon the needs of present and
future generation,

b} The acceptance on environmend! profection grounds, of fimit
placed upon the use and explodation of natural resources:

¢} The role of equitable principles in the allocation of rights and
obligation;

dl  The need fo infegrate all apecltr of environment and the
CEVSODme;
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gl The need to interprer and apply rules of international law in an
infegrated and syrtermic manner,

3)  Precutlonary Principle

Prinsip  ini  menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau
pembuktian fimiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan
alasan  untuk  menunda  upaya-upaya mencegah  kerusakan
lingkungan. Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip ke-15 Deklarasi
Rio “where there are threals of serfous or frreversible damage. lack
af fill selentific certainly shall not be used asa a reason for
postponing  copt-effective meansres  to prevent  environmental
degradation”,
&)  FPolluter payr prineple

Organization for Economic Cooperation and Development (QECD)
merumuskan pofufer pays princpde dalam enironmental Principles
and Concepts webagal "The principde fo be dred for allocating confs of
potlution prevention and control meaiures to encourage rational
ure of scarce emvironmental resource and to avoid distortions in
international trade and invesment iv so called polluter pays
pringiple. That principle means that rhar polluter should bear the
expenier of caring ouf the above mentioned measures decided by
the public apthoritier o ensure tat the emvironment ic in a
acceptable staler, In other world the cost of these measures showld
be reflected in the corr of goodr and services which caure poliution
In proguction andsor consumotion. Such measurer showld not be
accompanied by subiidies that would create significant distortions in
international trade and Investment . "Jadi polluter pays principle
merupakan instrumen  ekonomi  yang dimaksudkan  sebagai
mekanisme pembiayaan lingkungan mefalui pengenaan pajak.
retribusi ., pungutan-pungutan terhadap hasil limbah dengan
harapan adanya keberlangsungan kegiatan ekonomi, perlindungan
masyarakat dan lingkungan, Prinsip ini juga dimaksudkan untuk
melakukan pengalokasian biaya bagi kegiatan pemulihan lingkungan
sehingga tidak dibebankan kepada masyarakat vyang tidak
mendapatkan manfaat langsung dari suatu aktivitas ekonomi dan
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adanya pengurangan beban negara dalam membiayai pencemaran
lingkungan sebagai akibat kegiatan ekonomi.

71 Principle of commaon but differentiated responclbility

Prinsip Ini dikembangkan dart prinsip kesetaraan dalam hukum
internasional dan  pengakuan perlakuan  khusus  bagi negara
berkembang, Dalam Pasal 7 Deklarasi Rio dinyatakan bahwa
negara-negara mempunyai kewajiban yang sama untuk bekerjasama
dalam mengkonservasi, melindungi dan memulihkan ekosistemn
bumi dengan tetap memperhatikan kontribusi yang berbeda bagi
negara maju dan negara berkembang.

3. UNCLOS 1982 Dasar Dalam Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Laut -

Pelestarian lingkungan hidup di laut merupakan tugas bersama
negara-negara yang memilikl pantai maupun yang tidak. Dengan
menjunjung tinggi asas bahwa laut merupakan warisan bersama umat
manusia, peranan pemerintah  dalam  lingkup nasional  maupun
internasional sangat dibutuhkan. UNCLOS 1982 sebagai pengaturan laut
menurut  hukem  internasional  mengatur  lebih  lanjut  tentang
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Yang dimana menjadi
kewaliban negara-negara di dunia untuk ikut serta dalam perlindungan
dan pelestarian lingkungan laut,"”

Melihat dari potensl pencemaran yang terjadi, banyaknya kapal
vang melintas dan mengalami kecelakaan sehingga terjadi tumpahnya
minyak kelaut yang menjadikan perhatian khusus terhadap perlindungan
dan pelestarian lingkungan laut. Tidak terlepas dari perhatian hukum
internasional  yaitu pada UNCLOS 1982 yang mengatur tentang
penyelesaian sengketa dan  perlindungan lingkungan laut. Sehingga
negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu  sesua
dengan ketentuan yang ada dalam konvensi baik secara individual
maupun bersama-sama dalam implikasinya untuk mengurangi  dan
mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh segala
sumber. Penegasan lebih lanjut tentang |enis apa aja pencemaran
lingkungan yang ada terdapat pada ayat 3 pasal 194 pada UNCLOS 1382
yaitu: (a) dilepaskannya bahan bahan beracun: (b} pencemaran dari
kendaraan air; {c) pencemaran dari instalasi dan alat peralatan yang

U Lihat Pasal 192 ECLOS 1952
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digunakan dalam eksploitasi kekayaan alam dasar laut; (d) pencemaran
lalr-lain,™® Tindakan yang dilakukan oleh negara yang terkait dengan laut
yang berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan, negara tersebut
dapat melakukan tindakan pencegahan  untuk mengurangi  dan
mengendalikannya. Dan serta negara harus menjauhkan segala madam
bentuk campur tangan negara lain agar tidak dicampur tangani hak-
haknya dalam proses perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Tindakan juga dapat dilakukan sesuai dengan konvensi yang ada untuk
melindungi ekosistern yang rapuh dan langka agar tidak terjadi
kepunahan dalam pencemaran lingkungan |zt

Megara dalam tindakannya untik mecegah, mengurangi atau
mengendalikan pencemaran harus melakukan tirdakan yang memiliki
tingkat perhitungan yamg baik. Dikarenakan untuk  menghindari
pencernaran lingkungan berpindah ke daerah lain maupun membuat
pencemaran lingkungan laut yang lainnya, teperti contoh penggunaan
teknologi-teknologi baru yang digunakan pada lingkungan laut harus
memenuhi standar vang terdapat pada UNCLOS 1982 agar ticlak
menciptakan suatu pencemaran lingkungan laut yang baru akibat dari
teknologi yang nantinya diharapkan menjadikan suatu hasil yang baik
bagi umat manusia."

Megara-negara dalam wadah organisasi internasional mempuiryai
peranan penting pula dalam pelestarian lingkungan faut. Organisasi
internasional global dan regional dapat membentuk suatu perjanjian
yang mengatur lentang ketentuan, standar. dan praktek secara
internasional menjadi sebuah prosedur yang bertujuan untuk melakukan
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Tetapi tidak melupakan
aspek kekhususan dari daerah regional tentang pembentukan kebijakan
dan pengaturan dari perlindungan dan pelestarian lingkungan laut itu
sendiri, # Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagal negara yang
berbatasan langsung dengan Selat Malaka sesuai dengan Pasal 197
UNCLOS 1982 negara-negara memiliki kewajiban untuk membentuk
kerjasama dalam pengelolaan  dan pertindungan  lingkungan  laut.
Organisasi  internasional melalui negara-negara  harus  melakukan
tindakan pencegahan dan penanggulangan seara terlebih  dahulu
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terhadap lingkungan lautnya, Dan memberitahukan apabila ada suatu
keadaan wrgent akibat dari pencemaran kepada negara-negara dan
organisasi internasional lain. Pencermnaran yang terjadi pada negara yang
terkena diharuskan bekerja sama dengan organisasi internasional yang
berkompeten dalam menanggulangl  pencemaran lingkungan laut.
Dimana organisasi internasional berperan penting dalam melakukan
pengkajian, dan penyelenggaraan program riset untuk mencegah dan
menanggulangi pencemaran lingkungan faut yang terjadi.?

Mamun segala pengaturan yang terdapat pada UNCLOS 1982
bukan semata-mata pengaturan yang mengatur tentang perlindungan
dan pelestarian lingkungan laut, Akan tetapl perlunya melihat komwensi-
konversi lain yang sudah tercapai sebelumnya yang kerhubungan
dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagai contoh
nyata dari asas-asas yang dimasukkan dalam UNCLOS 19827

4. Bentuk Kerjasama Reglonal Pengelolaan dan  Perlindungan
Lingkungan Laut di Selat Malaka

a. Tripartite Technical Experts Group sebagei lembaga promotor
keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut selat
malaka

selat Malaka berbatasan dengan tiga negara pantal yaitu
Indonesia. Malaysia dan Singapura, Terdapat liga isu utama dlalam
“pengelolaan bersama™ Selat Malaka ini yaitu keselamatan  nawvigasi
fnavigation  safefy),  perindungan  lingkungan fenvironmental
profection), dan  keamanan  (Fecurity), Ketiga negara menyepakati
pengelolaan bersama dalam hal keselamatan navigasi dan lingkungan.
namun berbeda pendapat mengenal kerjasama keamanan. Ferjasama
dalam keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan merupakan
mandat Pasal 43 UNCLOS dimana negara pemakai dan negara yang
berbatasan dengan selat hendaknya bekerjasama mefalui persetujuan
untuk (a) pengadaan dan pemeliharaan di Selat sarana bantu navigasi
dan keselamatan yang diperlukan atau pengembangan sarana banfu
pelayaran intemnasional; dan (b) untuk pencegahan, pengurangan dan
pengendalian  pencemaran darl kapal. Bahkan kerjasama tersebut
menghendaki partisipasi setiap sfakeholders pemakai selat, baik negara

I Lihor Pasal 199 dan 20 DINCLOS P42
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pemakal selat maupun perusahaan pemakai selat. Meskipun demikian,
hendaknya bantuan fersebut tanpa terlibat  untuk  mengatur.
menginternasionalisasi maupun  tidak melanggar kedaulatan negara
pantal,

Hal yang berbeda terjadi dalam pembahasan isu keamanan.
Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menjadikan tanggungjawab
menjaga keamanan berada di bawah kedaulatan masing-masing dan
tidak perlu menjadikan kemanan sebagal konteks kerjasama sebagaimana
kerjasama dalam Pasal 43. Sementara itu, Singapura menilai bahwa perlu
kerjasama khusus pengamanan Selat Malaka tidak hanya oleh tiga negara
pantai, melainkan jugs dengan melibatkan negara pemakai selat. Akhir-
akhir ini, Singapura dan negara-negara maritim besar lainnya kembali
meributkan masalah bajak laut atau perompakan yang meningkat di
kedus selat  tersebul, kondisi ini  menjadi  alasan  untuk: (1)
mempersenjatai kapal-kapal dagangnya yang lewat; (2) mengawal kapal-
kapaliya vang lewat dengan coasiguard atae Angkatan Laut: (3)
menyewa Angkatan Laut asing, seperti Angkatan Laut India, untuk
mengawal kapal-kapal mereka yang membawsa muatan-muatan yang
sensitif melalui Selat Malaka-Singapura; {4) menempatkan Angkatan
Lautnya di kedua selat tersebut untuk menjaga keamanan di kedua selat
tersebut. Megara yang akhir-akhir ini banyak disebut adalah Amerika
Serikat {meskipun dibantah oleh Amerika Serikat karena mendapat reaksi
negatifl dari Indonesia dan Malaysia).

Perbedaan pendapal mengenai isu keamanan dilatarbelakangi
oleh perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia dengan
singapura. Indonesia dan Malaysia menilal bahwa Selat Malaka bukanlah
selat internasional melainkan selat yang digunakan untuk pelayaran
internasional sehingga pengamanan berada di bawah kedaulatan
teritorial masing-masing negara pantai. Kerjasama dan internasionalisasi
isu keamanan Sefat Malaka sebagaimana dilakukan oleh Singapura justru
menimbulkan berpotensi merugikan kedaulatan negara pantai, Sebagai
negara yang wilayah lautnya paling luas berbatasan dengan Selal
Malaka. Indonesia dan Malaysia hanya ingin fokus terhadap dua
permasalahan:  pertama, keselamatan nawvigasi  sebagai  jaminan
reselamatan bagi pengguna selat sekaligus sebagai upaya pencegahan
pencemaran  lingkungan: kedua perlindungan  lingkungan  untuk
melindungi ekosistern laut dan ekosisten pantai sekaligus melindungai
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kepentingan nelayan. Singapura sebagai negara yang dewisa negaranya
mengandalkan industri jasa®® menghendaki agar issue keamanan menjad:
objek kerjasama negara pantai dengan negara pemakai selat. Dengan
pengamanan Selat Malaka diharapkan kepentingan negara-negara
maritim seperti Inggris, Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia akan
terjamin sehingga akan lebih banyak lagi kapal yang melewati Selat
Malaka dan singgah di Pelabuhan Singapura.

Menyikapi permasalahan keselamatan navigasi dan perlindungan
lingkungan laut terhadap pencemaran, ketiga negara pantai. Indonesia,
Malaysia dan Singapura telah berkoordinasi sejak tahun 1960-an,
Beberapa tahun  kemudian  proses  konsultasi menyepakati  Jodnf
Starernent pada 16 Nowember 1971 yang menyatakan pentingrya
kerjasama fripartite untuk keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan
selat Singapura. Paska tenggelamnya kapal tanker Showa Maru, pada
tahun 1977 ketiga negara kembali merapatkan barisan dengan
membentuk Tripartite Technical Experts Group (TTEG) dengan bUjuan
mempomosikan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan
laut di Selat Malaka. Pada perkembangannya, kerjasama regional dan
internasional sebagai upaya perlindungan lingkungan laut dari bahaya
pencemar, menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain tertuang
dalam Batam Minitterial Meeting Agustus 2005, Jakarta Meeting
September 2005, Kuala [umpur Meeting September 2006, Singapore
Meeting September 2007, Mekanisme kerjasama yang dijalankan ketiga
negara pantai dengan melibatkan negara dan perusahaan pengguna selat
mendasarkan pada prinsip: 2 (a) pengakuan terhadap kedaulatan
teritorial. hak berdaulat maupun yurisdiks negara pantai: (b} dalam
kerangka Pasal 43 UNCLOS: {c) TTEG merupakan focal point aktivitas
promosi keselamatan  navigasi dan  perlindungan  lingkungan; (d}
Pengakuan kepentingan pengguna selat dan stakeholder lain.

Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerjasama) antara tiga
megara selat terdiri dari beberapa program. Pertama. Forum kerjasama
{cooperative  Forum), merupakan mekanisme  dialog. pertukaran
informasi. dan pembagian kemanfaatan (burden sharing) antara negara
pantal dengan stakeholder pemakai selat, Kedua, Komite Koordinasi
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Program [Project Koordination Commitieel sebagai  implementasi
kerjasama teknis dengan melibatkan pihak sponsor. Ketiga. Dana
Bantuan Mavigasi [Aidv fo Navjgation Fund / ANF). merupakan
pengumpulan dan pendepositan dana yang digunakan untuk mencegah
dan mengambil tindakan jika ada pencemaran. Pendaanaan tersebut
berasal dari negara selat, industri kapal. indusiri minyak. organisasi
international dan NGO yang peduli terhadap keselamatan nawvigasi dan
perlindungan lingkungan. #* Jepang merupakan negara penyumbang
terbesar cdalam mekanisme pendanaan ini, Mekanisme ini merupakan
mekanisme penalangan dana. karena pertanggungiawaban pencemaran
ada di pihak pencemar (Polfuter pay prinsciple & sivict Nability). Setelah
Eanti rugl diberikan, negara pantai akan mengembalikan pendaaan
tersebut kepada ANF. Kerena sifatnya yang suka srela, seringkali negara
pantai kesulitan untuk mendapatkan dana bagi keberlangsungan aktivitas
perlindungan lingkuengan laut.

b. Adafacca Stralty Foundation

xelain melalul cogperative mechanism. kerjasama perlindungan
lingkungan faut oi Selat Malaka juga diupayakan melalui ASEAMN
fAssogation fouth Fart Asia Nationi), Program ASEAN yang menjadi
sarana  promosi perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka yaitu
ASEAN Contingency Plan. Program ini mempunyai kegiatan pertukaran
informasi mengenal penanggulangan pencemaran serta pembantuan
dalam operasi penanggulangan pencemaran. Meskipun demikian,
rencana aks ini tidak mengadakan operasi penanggulangan dalam skala
besar pada daerah-daerah yang jauh dari daerah yang ditetapkaan dalam
masing-masing  national  contingency  plan.  Inlsiatif  perlindungan
lingkungan Selat Malaka juga berasal dari negara serta perusahaan
pengguna selat. seperti  lepang dengan berbagai perusahaan
multinasionalnya yang memberikan dana 400 juta yen melalui Madaccs
Straits Foundatfon, Pendanaan tersebut untuk mengantisipasi terjadimea
tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal tanker yang membawa
minyak mentah ke Jepang.?*
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C.
1.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hasil dari

penulisan manografl ini sehagai berikut:

2.

Bentuk kerjasama yang dilahirkan oleh Indonesia. Malaysia dan
Singapura dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan
laut Selat Malaka berupa wadah yaitu Tripartite Technical Experts
Groups dengan tujuan mempromosikan keselamatan pelayaran dan
pertindungan lingkungan laut di Selat Malaka, Mekanisme kerjasama
vang ada berbentuk Forum kerjasama  (cooperative  Forurm),
merupakan mekanisme dialog, pertukaran informasi, dan
permbaglan kemanfaatan {burden sharing/ antara negara pantai
dengan stakeholder pemakai selat, Kedua, Komite Koordinasg
Program (Profect Koordination Commities) sebagai implementasi
kerjasama teknis dengan melibatkan pihak sponsor. Ketiga, Dana
Bantuan Mavigasi (Aidy o Nawigation Fund & ANFEL merupakan
pengumputan  dan  pendepositan dana yang digunakan untuk
mencegah dan mengambil  tindakan jika ada pencemaran.
Pendanaan tersebut berasal dari negara selat, industri kapal. industri
minyak, organisasi internasional dan NGO yang peduli terhadap
keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan.

ASEAN membentuk kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan
lingkungan laut dengan cara membentuk Malacca Straits Foundation
sebagal Inislatif perlindungan lingkungan Selat Malaka juga berasal
dari negara serta perusahaan pengguna selat, seperti Jepang dengan
berbagai perusahaan multinasionalnya yang memberikan dana 400
juta yen untuk mengantisipasi terjadinya tumpahan minyak yang
disebabkan .oleh kapal tanker yang membawa minyak mentah ke
lepang.

Saran

Penulis memberikan saran babwa sangal penting bagl pembaca

untuk mempelajari lebih lanjut tentang Hukum Laut Internasional, baik
secara ringkas maupun detal lehih mendalam kearah perhndungan dan
pelestarian lingkungan laut. Karena dalam dunia internasional setlap
cumber dan landasan hukum tidak hanya berlaku dalam penerapannya.

HUKUM LA NTERNASIORAL DALAM PRKENSANGAK




Tetapi kebiasaan-kebiasaan intermasional selalu digunakan dalam
memecahkan kasus-kasus terkini dalam ranah internasional,

Diharapkan dengan makalah ini. pembace dapat mengelaborasi
lebih datam pengetabuan tentang hukum laul intermasional vang ada di
dunia. baik Imu yang mempelajarl batas-batas negara di laut hingga
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab,
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